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ABSTRAK
Juajir Sumardi, Maskun, Birkah Latif, dan Laode Abd. Gani. Interseksi Hukum Internasional
dan Hukum Nasional Terhadap Perlindungan Lingkungan Laut dalam Kegiatan Pembangunan
Kota Tepi Pantai (Water Front City) di Indonesia, bertujuan untuk membangun harmonisasi antara
Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia dalam melindungi lingkungan laut dari kerusakan
yang diakibatkan oleh pembangunan perkotaan yang mengusung konsep Kota Tepi Pantai (Water Front
City) di Indonesia. Lokasi penelitian ditetapkan dengan memilih kota tepi pantai yang melaksanakan
pembangunan dengan konsep Water Front City yang ada di Indonesia, dalam penelitian ini dipilih Kota
Manado dan Kota Makassar.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan konseptual dan
perundang-undangan. Data primer dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content
analysis) dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Interseksi Hukum Internasional
dan Hukum Nasional dalam perlindungan lingkungan laut dari kegiatan pembangunan kota tepi pantai
(water front city) terlihat pada adanya irisan atau pertautan antara kewajiban negara yang diatur di dalam
hukum internasional, khususnya pada United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 dengan
substansi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, serta substansi yang terkandung pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (ii) Disain hukum perlindungan lingkungan laut dari
pembangunan kota tepi pantai (water front city) dibangun berdasarkan konsep perlindungan lingkungan
sebagaimana yang diwajibkan oleh Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Dalam kaitan ini,  kosep
standar yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai yang diarahkan untuk
mengatur tentang Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang yang di dalamnya terdapat kawasan
reklamasi pantai untuk menghasilkan suatu Rencana Disain Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
(RDTR Kawasan Reklamasi Pantai).
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ABSTRACT
Juajir Sumardi, Maskun, Birkah Latif and Abd Laode. Gani. Intersection of International Law and
National Law in the Protection of the Marine Environment Against the Water Front City in Indonesia,
aims to establish harmonization between International Law and National Law of Indonesia in the
protecting the marine environment from damage caused by urban development with concept of Water
Front City in Indonesia. Location of the study are set by selecting seaside town development with the
concept of Water Front City in Indonesia, this study selected the city of Manado and Makassar.
The method used is the Normative studies with conceptual approaches and legislation. Primary
and secondary data were analyzed throught content analysis and qualitative analysis. The results showed
that: (i) Intersection of International Law and National Law in the protection of the marine environment
of coastal urban development (water front city) look at any slice or linkage between the country's
obligations set out in international law, in particular the United Nations Convention on the Law of the
Sea, 1982 with the substance contained in Law No. 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and
Small Islands, as well as the substances contained in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection
and Management; (ii) The design of legal protection to marine environment in the development of water
front city is built on the concept of environmental protection as required by International Law and
National Law. In this regard, the concept of standards relating to spatial planning reclamation area is
directed to regulate the Space Structure Plan, Plan pattern in which there is space reclamation area to
produce a Spatial Design Plans Coastal Reclamation.
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